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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku 

yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk 

berperilaku. Menurut Azwar (2013) perilaku manusia (human 

behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun 

bersifat kompleks, dimana secara kodratinya terdapat bentuk-bentuk 

perilaku instinktif yang digunakan untuk mempertahankan 

kehidupannya. Sedangkan, munculnya niat untuk berperilaku 

ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (1) Behavior Beliefs, yaitu keyakinan 

individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, 

(2) Normative Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang 

lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, (3) Control 

Beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 

atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya 

tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat 

perilakunya tersebut (perceived power).  

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. 

Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah 

penelitian Mustikasari (2007). Theory of Planned of Behavior relevan 

untuk 
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menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut 

akan memiliki keyakinan mengenai hasil akan diperoleh dari 

perilakunya tersebut. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat 

ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah 

pengetahuan wajib pajak. Sanksi pajak yang dikenakan juga dapat 

membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, 

sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 

2. Teori Atribusi  

Atribusi adalah bagaimana membuat keputusan tentang 

seseorang atau bisa disebut menjelaskan perilaku seseorang. Menurut 

Robbins (1996) teori atribusi adalah bila individu-individu mengamati 

perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah 

perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang 

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di 

bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang 

disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, 

artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau 

lingkungan. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins 

(1996) tergantung pada tiga faktor yaitu: 
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a. Kekhususan ( Kesendirian atau Distinctiveness ) 

Kekhusuan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku 

individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. 

Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, 

maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan 

memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. 

Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai 

sebagai atribusi internal.  

b. Konsensus 

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan 

pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi 

yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi 

eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk 

atribusi internal.  

c. Konsistensi 

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang 

lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten 

perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan 

sebab-sebab internal, dan sebaliknya.  

Teori atribusi relavan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini. Kepatuhan 

Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam 

membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang 
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untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh 

faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006). 

3. Teori Persepsi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan 

sebagai tanggapan ( penerimaan ) langsung dari sesuatu, atau 

merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya. Hammer dan Organ menyatakan bahwa persepsi adalah 

“the process by which people organize, interpret, experience, and 

process cues or material (inputs) received from the external 

environment”. Persepsi yang dimaksud oleh Hammer dan Organ 

tersebut adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, 

menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang 

diterima dari lingkungan luar (Indrawijaya, 2010). 

Walgito (1997) menjelaskan bahwa persepsi memiliki sifat yang 

subyektif, yaitu melibatkan tafsiran pribadi pada masingmasing 

individu, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berasal 

dari dalam individu atau dengan kata lain faktor psikologis yang 

mempengaruhi persepsi individu. Faktor tersebut diantaranya adalah: 

a. Ingatan  

Kemampuan mengingat tiap-tiap individu terhadap apa yang 

pernah dipelajari atau dipersepsikannya akan berbeda, ada yang 

cepat dan ada yang lambat.  
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b. Motivasi 

Semakin besar motivasi individu terhadap obyek tertentu maka 

semakin besar pula perhatiannya terhadap obyek tersebut. Hal ini 

menjadikan obyek tersebut akan semakin jelas dan mudah 

dipahami atau dipersepsikan oleh individu.  

c. Perasaan   

Masing-masing individu memiliki tanggapan perasaan yang 

berbeda dalam menerima rangsangan terhadap suatu obyek, ada 

yang akan menjadi senang tetapi ada juga yang sebaliknya atau 

merasa terganggu, dimana hal tersebut pada akhirnya akan 

mempengaruhi persepsi seorang terhadap suatu obyek.  

d. Berpikir   

Cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah 

berbeda-beda, ada yang berdasarkan logika dan pengertian dan 

pengertian tetapi ada juga yang hanya dengan coba-coba atau 

berdasarkan prediksi semata. Cara berpikir yang berbeda tersebut 

tentu akan mempengaruhi pemahaman seseorang dalam 

mempersepsikan suatu obyek. 

Sedangkan Robbins (1996) menjelaskan bahwa selain faktor 

dari individu ada juga faktor lain dari luar individu yang dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu obyek diantaranya 

adalah :  
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a. Faktor obyek  

Semakin besar ukuran suatu obyek, maka persepsi individu 

terhadap obyek tersebut akan semakin jelas dan mudah dipahami. 

Begitupula jika intensitas obyek yang dipersepsikan semakin sering 

ditunjukkan, maka obyek tersebut akan sering diperhatikan 

sehingga akan lebih mudah untuk dipersepsikan. Sedangkan 

semakin besar suatu obyek dipertentangkan dengan sekitarnya 

maka obyek tersebut akan semakin menarik untuk diperhatikan. 

Hal ini juga membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam 

mengemukakan persepsinya.  

b. Faktor Situasi  

Merupakan suatu kondisi lingkungan dimana individu 

mempersepsikan suatu obyek tertentu. Kondisi ini bisa berupa 

hawa panas atau dingin, terang atau gelap, ramai atau sunyi dan 

sebagainya serta banyaknya waktu yang dipergunakan individu 

untuk mempersiapkan obyek tersebut.  

Walgito (1997) juga menjelaskan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi agar individu dapat membuat persepsi, yaitu: 

a. Adanya obyek yang dipersepsikan.  

b. Alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus 

(fisiologis). 
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4. Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara dalam 

menjalankan pemerintahan. Tanpa adanya pajak maka pembangunan 

negara tidak akan berjalan lancar dikarenakan besarnya pembiayaan 

yang diperlukan. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH : “pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo,2013:1). Adapun 

pengertian menurut UU No.28 Tahun 2007 menyebutkan pajak adalah 

kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi 

atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara. 

Pajak bertujuan untuk pembiayaan pembangunan di seluruh 

aspek kehidupan negara. Tanpa adanya pajak, fasilitas yang kita 

manfaatkan tidak akan berjalan mulus karena besarnya pembiayaan 

yang diperlukan negara tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan 

bantuan luar negeri. Oleh sebab itu bahwasanya pajak sangat berperan 

penting dalam pembiayaan pembangunan negara (Suryaning, 2015). 
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a. Fungsi Perpajakan 

Mardiasmo (2013:1-2) mengatakan bahwa pajak memiliki 

dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi Regulerend yaitu 

dapat dijelaskan bahwa: 

1) Fungsi Budgetair 

Fungsi ini adalah fungsi utama perpajakan dimana dikatakan 

bahwa pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini 

dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 

optimal ke kas negara dengan cara sistem pemungutan 

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang 

membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan 

dalam melakukan upaya pemungutan pajak ke penduduknya.  

2) Fungsi Regulerend 

Fungsi  ini disebut juga sebagai fungsi mengatur dimana 

dikatakan pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi. Pajak ini juga dimaksudkan sebagai usaha 

pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana 

perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam 

sektor swasta.  
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b. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dikenal tiga sistem pemungutan 

yaitu Official Assessment System, Self Assesment System dan With 

Holding System. Mardiasmo (2013:7-8) dalam bukunya 

menjelaskan sebagai berikut: 

1) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. Jadi dalam sistem ini Wajib 

Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut 

sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak 

dari fiskus. 

2) Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak memiliki 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib 

Pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan 

hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak 
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yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini 

antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan adanya 

Reformasi Perpajakan tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia 

menganut self assessment system yang dimana diartikan bahwa 

Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah 

pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan 

penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib 

Pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran 

timbulnya utang pajak, maka self assesment system sesuai dengan 

timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak 

timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang yang dikenai 

pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Untuk mensukseskan 

sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak 

antara lain:  

1) Kesadaran Wajib Pajak  

2) Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak 

3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak. 

Menurut Mardiasmo (2013:8-9) pemungutan pajak memiliki 

dua pengelompokan hambatan yaitu perlawanan pasif dan 

perlawanan aktif.  
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1) Perlawanan pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, disebabkan: 

a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami 

masyarakat. 

c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan 

dengan baik.  

2) Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang 

secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk 

menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain: 

a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan 

tidak melanggar undang-undang. 

b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan 

cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 

c. Wajib Pajak 

Pengertian Wajib Pajak menurut undang-undang No 28 tahun 

2007 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan 

yaitu: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  
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Wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dari hak wajib 

pajak. Adapun kewajiban-kewajiban wajib pajak menurut 

Mardiasmo (2013:56-57), yaitu: 

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 

4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan 

memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu 

yang telah ditentukan. 

5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 

6) Jika diperiksa wajib: 

a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen 

lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, 

atau objek yang terutang pajak. 

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan 

guna memperlancar pemeriksaan. 

c) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, 

pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang 

diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk 

merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 
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ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan 

pemeriksaan. 

Adapun hak-hak Wajib Pajak antara lain: 

1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 

2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 

3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 

4) Mengajukan permohonan penundaan SPT yang telah 

dimasukkan. 

5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran pajak. 

6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan 

dalam Surat Ketetapan Pajak. 

7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan 

sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 

9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 

pajaknya. 

10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 

11) Mengajukan keberatan dan banding. 

Khususnya pada Wajib Pajak pelaku usaha (pengusaha) 

dibidang UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Pengertian 

pengusaha menurut Mardiasmo (2013:29) adalah Orang Pribadi 

atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau 
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pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor 

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang 

tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau 

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Dimana dikatakan 

kewajiban perpajakan pada pelaku usaha khususnya Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) adalah : 

1) Pengusaha UKM wajib memiliki NPWP 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2013:25). 

2) Pengusaha UKM wajib melaporkan usahanya menjadi 

Pengusaha Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan 

jumlah peredaran bruto lebih dari 600.000.000,- (enam ratus 

juta rupiah). Dimana pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 

dan perubahannya (Mardiasmo, 2013:29). 
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5. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Kebijakannya 

a. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah 

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disebut dengan 

UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu 

negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM 

ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal 

penciptaan lapangan kerja dan unit-unit kerja baru yang 

menggunakan tenaga kerja baru yang dapat mendukung pendapatan 

rumah tangga. UKM juga salah satu tulang punggung dalam 

perekonomian Indonesia. UKM di Indonesia berperan penting bagi 

perekonomian karena telah menyumbangkan 60% dari PDB dan 

menampung 97% tenaga kerja (Susilo, 2014). 

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998, Usaha 

Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala 

kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari 

persaingan usaha yang tidak sehat. 

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2000 definisi UMKM tentang pajak pertambahan nilai barang dan 

jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pengusaha adalah 

Orang pribadi atau Badan (dalam bentuk apapun) yang kegiatan 

usaha atau pekerjaannya, dimana dapat berupa: menghasilkan 

barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
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perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 

Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar 

Daerah Pabean.  

Menurut Brainyyah and MK Rusydi (2012) Definisi dan 

kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bervariasi dalam setiap 

negara tergantung pada kondisi masing-masing negara. Pada 

prinsipnya, definisi dan kriteria UKM didasarkan pada aspek-aspek 

berikut: (1) jumlah tenaga kerja, (2) pendapatan, (3) jumlah aset. 

Sesuai dengan pengertian Undang- Undang Nomor 20 Tahun 

2008  tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):  

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
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perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang 

ini. 

Adapun kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 adalah: 

Tabel 2.1 

Kriteria UMKM berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 

Pelaku 

Usaha 

Kekayaan Bersih 

(Rupiah) 

Hasil Penjualan 

Tahunan (Rupiah) 

Usaha Mikro 
Sampai dengan 

50.000.000 

Sampai dengan 

300.000.000 

Usaha Kecil 
50.000.000 - 

500.000.000 

300.000.000 – 

2.500.000.000 

Usaha 

Menengah 

500.000.000 - 

10.000.000.000 

2.500.000.000 – 

50.000.000.000 

Keterangan : Hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha 

dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

Sumber : Kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. 

b. Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang 

mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah 

penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan 



31 
 

 
 

usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan 

usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap 

perencanaan tahapan pembangunan perekonomian Indonesia.  

Negara-negara lainnya, baik Amerika Serikat, Jepang, 

Jerman, Italia, UKM adalah salah satu yang menjadi pilar utama 

perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena 

pemerintah dari negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang 

mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil dan menengah 

mereka menjadi sangat sehat dan kuat. Terbukti saat krisis global 

yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi 

sistem dari sistem perekonomian yang sehat. UKM adalah salah 

satu sektor yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak 

krisis moneter yang melanda dunia. Dalam bukti ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa UKM dapat meningkatkan kekompetitifan 

pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada (Pujiyanti, 2015:71-

72). 

Jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UKM untuk 

menghasilkan laba yaitu:  

1) Usaha Manufaktur 

Usaha manufaktur adalah usaha yang mengubah input dasar 

menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya 

adalah usaha konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau 
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pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, 

souvenir dan sebagainya. 

2) Usaha Dagang 

Usaha dagang adalah usaha yang menjual produk kepada 

konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang 

menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong 

yang menjual semua kebutuhan sehari-hari. 

3) Usaha Jasa 

Usaha jasa adalah usaha yang menghasilkan jasa, bukan 

menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Contohnya 

adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) 

yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar 

mereka bias browsing, searching, blogging atau lainnya. 

Adapun jenis-jenis bidang usaha kecil dan menengah (UKM) yaitu: 

1) Bisnis UKM dibidang kuliner 

Bisnis kuliner adalah jenis usaha yang akan selalu laris 

sepanjang masa, alasannya karena makanan adalah kebutuhan 

pokok manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. 

Bisnis ini mempunyai kategori yaitu makanan ringan 

(cemilan), minuman, hingga makanan pokok. 

2) Bisnis UKM dibidang pakaian (fashion) 

Bisnis pakaian (fashion) adalah jenis bisnis yang sangat 

potensial dana akan selalu dicari oleh kebanyakan orang. 
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Dikarenakan pakaian adalah kebutuhan sekunder bagi 

manusia, dan pada saat ini semua orang memiliki keinginan 

untuk berbagai model pakaian. Kategori dalam bisnis ini 

adalah pakaian pria atau wanita, pakaian muslim, pakaian 

model korea, pakaian anak-anak, dan lain-lain. 

3) Bisnis UKM dibidang pendidikan 

Pendidikan adalah modal penting bagi perkembangan tiap 

generasi sebuah bangsa. Bisa dikatakan bangsa yang 

memperhatikan pendidikan generasi penerus yaitu bangsa yang 

akan sukses disegala lini. Jenis usaha yang bergerak dibidang 

pendidikan antara lain, lembaga pendidikan robot terbesar di 

Indonesia seperti Robota Robotics School, lembaga pendidikan 

bahasa Inggris, dan lain-lain. 

4) Bisnis UKM dibidang Otomotif 

Bisnis dalam bidang otomotif saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Bidang ini menjadi salah 

satu peluang usaha bagi mereka yang memanfaatkannya. 

Adapun kategori usaha dalam bidang otomotif antara lain, jasa 

bengkel dan spare part, jasa cuci motor/mobil, menjual 

perlengkapan kendaraan bermotor, dan lain-lain. 

5) Bisnis UKM dibidang Agrobisnis 

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan berbagai 

tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan 
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kebutuhan lainnya, mulai dari beras, aneka sayuran, aneka 

buah-buahan, maupun tanaman penting lainnya dan juga 

hewani yang menjadi bahan pokok. Bisnis UKM dalam bidang 

ini adalah pada bidang pertanian dan pertenakan. 

6) Bisnis UKM dibidang Internet 

Bukan rahasia lagi bahwa internet memberikan banyak sekali 

peluang usaha bagi kita. Bukan hanya pada mereka yang telah 

memiliki bisnis real, tapi juga pada mereka yang belum 

memiliki bisnis. Bisnis internet adalah bisnis jangka panjang 

atau biasa disebut dengan starups bisnis. Ada banyak jenis 

starups di Indonesia yaitu starups dibidang eCommerce, media 

online, aplikasi, dan lain-lain (Pujiyanti, 2015). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak UMKM 

Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini 

untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan 

badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan 

perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, 

dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. 

Menurut putri (2015) pemberlakuan PP ini didasari dengan 

kebijakan pemerintah dengan maksud:  
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a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan 

perpajakan. 

b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. 

c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi. 

d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam 

penyelenggaraan negara.  

Adapun tujuannya antara lain: 

a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi 

masyarakat. 

c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan.   

Hasil yang diharapkan oleh pemerintah:  

a. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak. 

b. Kepatuhan sukarela meningkat. 

c. Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran 

bruto tertentu. 

d. Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk 

mensejahterakan masyarakat meningkat. 

Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 menjelaskan wajib 

pajak perorangan maupun badan yang memiliki dari usaha yang 

diterima atau diperolehnya dengan peredaran bruto  (omset)  yang  
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tidak  melebihi  Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta 

Rupiah)  dalam  1 (satu)  tahun  akan  dikenai Pajak Penghasilan  yang 

bersifat final dan akan  dipungut  1% (satu persen)  dari besarnya tarif 

Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (omset). Peredaran 

bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua 

gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. 

Peraturan Pemerintah (PP) ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti 

misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, 

penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.  

Objek pajak yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP (Peraturan 

Pemerintah) No.46 tahun 2013 : 

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti 

misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, 

arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam 

penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No.46 Tahun 2013. 

b. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final 

(Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, 

jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh 

usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

Subjek pajak yang dikenai pajak berdasarkan PP (Peraturan 

Pemerintah) No.46 tahun 2013 : 
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a. Orang pribadi 

b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) 

yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tahun 

Pajak menurut ketentuan umum perpajakan adalah sama dengan tahun 

kalender. Namun demikian, bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya 

tidak sama dengan tahun kalender, Tahun Pajak ditentukan 

berdasarkan tahun buku yang didalamnya termasuk 6 (enam) bulan 

pertama atau lebih dari 6 (enam) bulan dari tahun buku tersebut. 

Misalnya, Jika tahun buku Wajib Pajak dimulai pada tanggal 1 Juli 

2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 maka tahun buku tersebut 

berarti Tahun Pajak 2013 karena memenuhi 6 (enam) bulan pertama 

dari tahun 2013. 

Subjek pajak yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP 

(Peraturan Pemerintah) No.46 tahun 2013 : 

a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar 

pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk 

kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang 

asongan,warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya. 
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b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial 

memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar. 

Tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak 

berdasarkan PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tanggal 30 juli 2013 

yaitu: 

a. Perhitungan PP no.46 tahun 2013 

1) Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto 

dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir 

sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan tidak melebihi 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

2) Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak 

terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan tidak 

meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pengenaan Pajak 

Penghasilan didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun 

Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang 

disetahunkan. 

3) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 

sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pengenaan Pajak 

Penghasilan didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari 

bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan. 
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4) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya 

Peraturan Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan 

didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama 

diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan. 

5) Tarif PPh final adalah 1% 

6) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung 

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran 

bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. 

7) PPh Final = 1% x peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap 

tempat kegiatan usaha. 

8) Apabila PPh telah dilakukan pemotongan dan/atau 

pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat 

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak 

Penghasilan oleh pihak lain. Pembebasan dari pemotongan 

dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain 

diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB). Surat 

Keterangan Bebas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur 

Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

b. Penyetoran dan Pelaporan PP no.46 tahun 2013 

1) Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke 

kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana 
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administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran 

Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan 

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa 

Pajak berakhir. Diberlakukan mulai masa pajak Januari 2014.  

3) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak 

Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal 

validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang 

tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP). 

4) Kode MAP dan Setoran: 411128-420 

7. Kepatuhan Pajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepatuhan 

berasal dari kata dasar patuh, dimana berarti tunduk atau patuh dalam 

ajaran maupun aturan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut andreas 

and Enni (2015) kepatuhan pajak memiliki dua jenis, yaitu: kepatuhan 

formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah  adalah 

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya 

secara formal berdasarkan  ketentuan dalam undang–undang. Misalnya 
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ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh 

Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum 

batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara 

formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan 

diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam 

menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan 

pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua 

ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat 

(substantive), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan 

(Ananda, 2015). 

Menurut Syahdan dan Asfida (2014) masalah kepatuhan pajak 

merupakan masalah yang rutin yang dihadapi hampir semua negara. 

Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah 

kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), 

penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi 

(organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of 

conduct) atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan 

publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa 

pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 

keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi 

aturan perpajakan. Namun, sebaliknya bila pemerintah tidak dapat 

menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, 

maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi 
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penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil 

kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, 

siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, 

tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di 

lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya 

memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan 

profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai 

aturan perpajakan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar pajak yaitu: 

a. Faktor pendidikan Wajib Pajak, yang meliputi pendidikan formal 

dan pengetahuan Wajib Pajak. 

b. Faktor penghasilan Wajib Pajak, yang meliputi besarnya 

penghasilan bersih Wajib Pajak dari pekerjaan pokok dan 

sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus 

dibiayai. 

c. Faktor pelayanan aparatur pajak, dasar pelayanan penyampaian 

informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan 

dan penyaranan. 

d. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, 

keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, 

pengawasan dan pemeriksaan. 
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e. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media 

sosialisasi (Kusumawati, 2006). 

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 / 

KMK.03 / 2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak yang dapat 

ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh atau taat apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. Tepat waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam waktu 2 

(dua) tahun terakhir. 

b. Pada tahun lalu dari keterlambatan penyampaian periode SPT tidak 

lebih dari 3 (tiga) periode fiskal untuk setiap jenis pajak dan tidak 

terlambat berturut-turut. 

c. SPT periodik diajukan selambat-lambatnya batas waktu untuk 

pengajuan pengembalian pajak selama masa pajak berikutnya. 

d. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: 

1) kecuali telah memperoleh izin untuk membayar atau menunda 

pembayaran pajak, 

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP 

yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 

e. Tidak telah dihukum karena kejahatan di bidang perpajakan dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

f. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan harus opini wajar 

tanpa pengecualian atau pendapat yang memenuhi syarat, asalkan 
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pengecualian ini tidak mempengaruhi pendapatan fiskal. Laporan 

audit harus: 

1) diatur dalam laporan bentuk panjang, 

2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.  

g. Kecuali itu telah memperoleh izin untuk memindahkan atau 

menunda pembayaran pajak. 

h. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; Jika laporan 

keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik pembayar pajak, wajib 

pajak harus mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 

tiga bulan sebelum tahun fiskal berakhir, akan ditunjuk sebagai 

pembayar pajak yang taat, mereka harus lolos titik A ke huruf E di 

atas, ditambah persyaratan sebagai berikut: 

1) Dalam dua tahun fiskal terakhir pembukuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, 

2) Jika 2 tahun terakhir wajib pajak telah membuat pemeriksaan 

pajak, koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang 

tidak lebih dari 10% .  

Faktor-faktor ketidakpatuhan pajak yaitu dilihat dari salah satu 

penelitian di Chile, Amerika Latin menunjukkan delapan sebab 

mengapa seseorang tidak mau membayar pajak yaitu dengan judul 

“Why I don’t want to pay my tax,” (mengapa saya ridak ingin 

membayar pajak saya) yaitu: 
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a. Karena saya tidak menerima manfaat. 

b. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak. 

c. Karena jumlah pajaknya terlalu besar. 

d. Karena mereka mencuri uang saya. 

e. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya. 

f. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu. 

g. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat 

menyelesaikannya. 

h. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa (Nurmatun, 

2003).  

Menurut Burhan (2015) Wajib pajak secara sukarela memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan self assessment system. 

Kepatuhan sukarela juga merupakan tulang punggung self assessment 

system di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 

kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu 

membayar dan melaporkan pajak tersebut. Adapun elemen-elemen 

kunci yang telah diterapkan secara efektif antara lain: 

a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.  

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.  

c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.  

d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. 

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
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a. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan. 

b. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

c. Melakukan pembaharuan dan pemberontakan pajak-pajak yang 

masih berbau kolonial (Suryarini dan Tarsis, 2007). 

8. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengetahuan 

berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu 

yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan 

juga merupakan suatu hasil dari kerja fikir seseorang yang berawal 

tidak tahu menjadi tahu.  

Pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep 

ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di 

Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan 

pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana 

pengisian pelaporan pajak (Susmiatun, 2014). 

Pengertian pemahaman didalam kamus bahasa Indonesia (2005) 

yaitu dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau 

memahamkan. Dari pengertian pengetahuan dan pemahaman, tidak 

banyak perbedaan. Dapat dilihat perbedaannya yaitu jika seseorang 

mengetahui peraturan perpajakan maka belum tentu Dia memahami 

bagaimana peraturan perpajakan tersebut. Sebaliknya, jika Dia paham 

dengan peraturan perpajakan alhasil Dia mengetahui adanya peraturan 

perpajakan. 
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Menurut Burhan (2015) pengetahuan dan pemahaman teknis 

perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah: 

a. Pendidikan Perpajakan  

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses 

pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih 

dewasa, lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, 

kelompok atau masyarakat.  

b. Persepsi dalam Masalah Perpajakan  

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan 

dengan tindakan yang akan diambil hubungannya dengan 

perpajakan.  

c. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak  

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak 

yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu 

dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang 

bermanfaat.  

d. Pengalaman dalam Perpajakan  

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), 

juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh 

indera manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman 

berdasarkan kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-

ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman 
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masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang 

menentukan perilaku masa kini.   

Wajib Pajak diharuskan memiliki pengetahuan dan Pemahaman 

tentang peraturan pajak, karena memenuhi kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak perlu tahu tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan dan 

Pemahaman perpajakan kemungkinan kecil tidak patuhnya dalam 

pembayaran pajak. Dengan pengetahuan dan Pemahaman yang baik 

maka Wajib Pajak akan memahami pentingnya membayar pajak dan 

manfaatnya akan dirasakan secara langsung dan tidak langsung. 

Dengan adanya pengetahuan dan Pemahaman perpajakan maka tingkat 

korupsi dan penipuan yang mungkin terjadi akan dapat diminimalkan. 

Secara bersamaan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar 

pajak akan meningkat (Kamil, 2015). 

9. Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi adalah sebagai media pembelajaran suatu nilai, 

norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai 

bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif 

(Basalamah, 2004). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, maka 

pengertian sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada 

masyarakat pada umumnya dan kepada Wajib Pajak pada khususnya 

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Untuk 



49 
 

 
 

mencapai tujuannya, kegiatan sosialisasi pajak dibagi menjadi tiga 

fokus, yaitu (Andreas and Enni, 2015): 

a. Kegiatan sosialisasi bagi pembayar pajak calon. 

b. Kegiatan sosialisasi untuk pembayar pajak baru. 

c. Kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak yang terdaftar.  

Menurut Herryanto dan Agus (2012) Kegiatan sosialisasi atau 

penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Sosialisasi langsung 

Dimana kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi 

langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.  

b. Sosialisasi tidak langsung  

Dimana kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan 

sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan 

media elektronik maupun media cetak. 

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 22/PJ./ 2007 

tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat 

menyatakan bahwa indikator sosialisasi perpajakan terdiri dari : 

a. Media Informasi 

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media 

massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi 

pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, 

maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam 

sosialisasi perpajakan secara urut adalah : 
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1) Media televisi; 

2) Media koran; 

3) Media spanduk; 

4) Media Flyers (poster dan brosur); 

5) Media billboard/miniboard; 

6) Media radio. 

b. Slogan  

Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut–nakuti 

atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan. Slogan lebih 

ditekankan kepada kata “manfaat pajak” yang diperoleh. Contoh 

slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi 

kriteria diatas : “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”. 

c. Cara Penyampaian 

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan 

cara kontrak langsung kepada masyarakat misalnya melalui 

seminar, diskusi, dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi 

tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana 

mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut 

dapat diterima dengan baik. 

d. Kualitas Sumber Informasi 

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh 

masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan 

dibutuhkan secara urut adalah : 
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1) Call center; 

2) Penyuluhan; 

3) Internet; 

4) Petugas Pajak; 

5) Televisi; 

6) Iklan Bis. 

e. Materi Sosialisasi 

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat 

pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing –

masing unit. 

f. Kegiatan Penyuluhan 

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting 

diperhatikan adalah : 

1) Metode yang digunakan adalah metode diskusi 

2) Media yang dipergunakan adalah proyektor 

3) Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan 

pengetahuan perpajakan 

4) Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi. 

Menurut Winerungan (2013) dirjen Pajak memberikan beberapa 

point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan 

memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang 

dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan: 
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a. Penyuluhan 

Sosialisasi yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dengan menggunakan 

media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan 

peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak. 

b. Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat   

Dirjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak 

dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap 

memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya. 

c. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak 

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada 

Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan. 

d. Pemasangan billboard 

Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, 

sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat 

berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian 

yang mudah dipahamai.    

e. Website Ditjen pajak 

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk Website 

yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta 

informasi yang lengkap dan up to date. 

10. Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan adalah gambaran keadaan pertumbuhan 

usaha. Kondisi keuangan dapat berupa kemampuan keuangan individu 
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dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut 

dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, 

sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa 

bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa 

kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika 

individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang 

biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan 

bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 

2012). 

Kondisi keuangan dapat dilihat dari penghasilan seseorang. 

Penghasilan secara umum adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk 

konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.  

Macam-macam penghasilan dapat berupa dari modal yaitu yang 

didapat dari hubungan pekerjaan baik dalam bentuk gaji, upah, 

honorarium dan lain-lain. Penghasilan juga dapat berupa dari modal 

yaitu berupa harta gerak dan harta tak gerak seperti deviden, bunga, 

royalty sewa. Dan dapat berupa penghasilan dari usaha dan kegiatan 

lainnya. 

Kondisi keuangan dapat mencerminkan kelas sosial seseorang. 

Seseorang yang berpenghasilan besar dan tingkat kedisiplinannya 

tinggi cenderung untuk selalu mentaati setiap peraturan yang 
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dikeluarkan pemerintah yang menekankan pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban. Semakin lama seseorang bekerja, maka orang tersebut 

memiliki pemahaman yang cukup atas sesuatu. Artinya, seseorang 

akan cenderung bersikap positif, sehingga memiliki kemampuan dan 

kemauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Teori ekonomi mengatakan bahwa I atau Income 

(penghasilan/penghasilan) = C atau Consumtion (konsumsi), dimana 

besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya konsumsi. 

Konsumsi disini termasuk juga pengeluaran untuk membayar pajak 

karena Wajib Pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu 

menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Asumsinya adalah jika 

penghasilan seseorang besar, maka konsumsinya untuk membayar 

pajak akan besar juga (Musthofa, 2011). 

Menurut Nurmatun (2013) Kondisi keuangan adalah 

kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat 

profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Profitabilitas 

perusahaan (firm profitability) merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. 

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung 

melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas 
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rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (financial 

difficulty) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan adalah 

(Musthofa, 2011): 

a. Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya 

tambahan dana, 

b. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan 

seperti aktiva tetap, 

c. Hadiah sumbangan atau temuan, 

d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau 

penyerahan jasa. 

11. Ketegasan Sanksi Perpajakan 

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar 

peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang 

karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat 

dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang 

yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 

2006). 

Menurut Nurkholidah (2015) Pengetahuan tentang sanksi dalam 

perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih 

menerapkan Self Assessment System dalam rangka pelaksanaan 

pemungutan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis 

administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan 
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target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu 

yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua 

macam sanksi bagi pelanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat 

pelanggarannya, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana: 

a. Sanksi administrasi  

Dapat berupa pembayaran denda oleh Wajib Pajak kepada Dirjen 

Pajak. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak 

melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan 

dalam UU KUP. 

b. sanksi pidana  

Dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar dengan 

bentuk kurungan atau penjara. Pengenaan sanksi pidana tidak 

menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih 

terhutang. Sanksi pajak dalam Waluyo (2007) adalah: 

1) barang siapa karena kealpaanya tidak mengembalikan / 

menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan 

SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan 

kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-

lamanya 6 (enam) bulan atau setinggi-tingginya sebesar 2 

(dua) kali pajak terutang. 

2) Barang siapa dengan sengaja: 
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a) Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak 

b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar 

c) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah 

benar 

d) Tidak memperlihatkan dokumen lain 

e) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, 

sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, 

dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun atau 

denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang. 

Menurut Jatmiko (2006) Wajib pajak akan memenuhi 

pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih 

banyak merugikan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan 

semakin merugikan Wajik Pajak. Adapun indikator Wajib Pajak yang 

akan dikenakan sanksi denda perpajakan, diantaranya: 

a. Lalai membayar dan melaporkan pajak akan dikenakan denda. 

Setiap wajib pajak yang lalai dalam melakukan pembayaran dan 

melaporkan pajak patut untuk dikenakan denda. 

b. Keterlambatan membayar pajak akan mempengaruhi keuangan 

perpajakan dan kelanjutan usaha wajib pajak. Setiap wajib pajak 

jika terlambat membayar pajak maka akan mempengaruhi 

keuangan perpajakan dan kelanjutan usaha bagi wajib pajak. 

c. Terlambat membayar pajak akan mempengaruhi kepercayaan 

rekanan atau pihak lain, setiap wajib pajak yang melakukan 
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pembayaran pajak telat pada waktunya maka akan mempengaruhi 

kepercayaan rekanan atau pihak lain. 

Sebagaimana dimaklumi bahwa kebijakan berupa pengenaan 

sanksi dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendidik dan 

menghukum. Dimana dimaksudkan bahwa mendidik bagi wajib pajak 

adalah jika mereka telah terkena sanksi maka mereka akan 

mendapatkan pengalaman, pelajaran yang lebih baik dan lebih 

mengetahui hak dak kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan maksud 

yang kedua yaitu pengenaan sanksi hukum dimana pihak yang 

dihukum akan merasa jera. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UKM 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun (2014) 

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti pengetahuan 

perpajakan sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajaknnya, terutama mengenai peraturan pemerintah 

untuk Wajib Pajak UMKM yang diberlakukan pada tanggal 1 juli 

2013 yaitu berupa PP No. 46 Tahun 2013. Selain itu, pengetahuan 

perpajakan juga berperan penting dalam self assessment system. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo and Uyioghosa 

(2016) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini berpendapat 

bahwa pengetahuan pajak berpotensi mendorong pembayar pajak 

menjadi lebih bijaksana dalam menyelesaikan pengembalian pajak 

mereka. Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

baik maka ini akan menyelamatkan pembayar pajak dari menyewa 

konsultan untuk menghitung pajak untuk bisnis mereka dan sehingga 

menghemat biaya konsultasi pajak. Hal ini dapat membantu mereka 

untuk secara akurat menghitung pajak terhutang dan menghindari 

pelanggaran yang tidak disengaja akibat rendahnya tingkat 

pengetahuan pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Linting (2012) dan penelitian 

Brainyyah and MK Rusydi (2012) berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini berpendapat bahwa pengetahuan pajak 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UKM, hasil 

penelitian menujukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pengusaha 

UKM akan menyadari seluk-beluk perpajakan maka akan 

menemukan cara untuk bertindak curang, atau bahkan melakukan 

penggelapan pajak. Tetapi tidak berarti pengetahuan pajak yang 

lemah akan meningkatkan kepatuhan pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H1: Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak 

Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM  

2. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM 

Menurut penelitian Ananda, dkk (2015) menyatakan bahwa 

sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi ini memberikan informasi bahwa 

dengan semakin baiknya pemberian informasi terkait peraturan 

perpajakan khususnya tarif pajak 1% atas peredaran bruto tertentu 

kepada UMKM akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan penelitian Suryaning (2015) menyatakan bahwa 

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan 

yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Menurut penelitian Andreas and Enni (2015) berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi 

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. karena 

kemungkinan mereka belum merasakan manfaat dari memiliki nomor 

pajak dan mungkin ada kecenderungan mereka tidak ingin mendaftar 

pajaknya. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 



61 
 

 
 

H2:  Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UKM 

3. Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM 

Kondisi keuangan dapat dilihat dari penghasilan yang 

diperoleh Wajib Pajak, apakah berasal dari perusahaan dengan 

bekerja sebagai karyawan atau memperoleh penghasilan dengan 

melakukan usaha bebas, ataupun memperoleh penghasilan selain 

dengan bekerja sebagai karyawan, juga dengan melakukan usaha. 

Dari penelitian Linting (2012) menunjukkan bahwa tingkat 

pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan penelitian Permatasari (2015) kondisi keuangan 

berpengaruh signifikan tehadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM. Disebabkan bahwa terdapat kemungkinan adanya Wajib 

Pajak UMKM yang tidak patuh karena mengalami kesulitan 

likuiditas sehingga Wajib Pajak UMKM berusaha untuk 

mempertahankan arus kasnya. 

Berbeda dengan penelitian Alabede et al. (2011), penelitian ini 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di 

negara Nigeria. dikarenakan ketika kondisi keuangan Wajib Pajak 

baik maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak cenderung akan meningkat. 
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Sebaliknya, apabila kondisi keuangan Wajib Pajak rendah maka 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak cenderung akan turun. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3:  Kondisi Keuangan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UKM 

4. Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UKM  

Menurut penelitian Hasanah dkk (2014) Sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten 

Jepara. Sanksi pajak perlu ditegakkan secara maksimal bukan hanya 

sebagai wacana agar pemilik UMKM membayarkan pajaknya secara 

patuh. Jika sanksi pajak ditegakkan maka Wajib Pajak UMKM akan 

membayarkan kewajiban perpajakannya secara rutin karena takut 

akan terkena sanksi jika tidak membayarkan kewajibannya tersebut. 

Berdasarkan penelitian Linting (2012) dan penelitian kamil 

(2015) menunjukkan bahwa sanksi denda pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak. Jika pelaksanaan denda secara efektif dan pembayar 

pajak memahami tentang denda pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan 

akan lebih tinggi. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

Nurkholidah (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak 

mempengaruhi kepatuhan kepemilikan UMKM dalam membayar 
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pajak. Sebagian besar Wajib Pajak tidak mengerti dan kurang 

memahami sanksi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak berkaitan dengan sanksi berupa denda dan bunga 

ketika terlambat membayar ataupun melapor. Hal ini dikarenakan  

kurangnya akses informasi perpajakan oleh Wajib Pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Ketegasan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UKM 
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C. Model Penelitian 

Dalam penelitian ini dimaksudkan adalah apakah persepsi 

pengetahuan dan pemahaman, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan, 

dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, di 

Kota Cirebon. 

 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

        

       

       

       

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian

PENGETAHUAN DAN 

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK 

(X1) 

KONDISI KEUANGAN 

(X3) 

KETEGASAN SANKSI 

PERPAJAKAN 

(X4) 

KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK 

UKM 

BERDASARKAN 

PP NO.46 TAHUN 

2013 

(Y) 

SOSIALISASI PERPAJAKAN 

(X2) 



 
 

 
 

 




